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Abstrak

Tulisan Inl merupakan suatu ekspresi untuk memahami lebih jauh
apakah rendahnya kinerja pelayanan publlk dl Indonesla disebabkan
oleh kegagalan melakukan transformasi suatu paradigma atau model
ke dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, atau sekedar
ketidakmampuan melakukan pengaturan sistem pelayanan yang
profeslonal, atau karena kegagalan dalam mengembangkan pola
hubungan kerja antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dari
kajian berbagai literatur manajemen publik klasik hingga
kontemporer, sementara penulis berkesimpulan bahwa problem
pelayanan publik dl tanah air dapat ditelusurf pada dua level
sekallgus, yaltu level paradigmatis maupun level praksis. Level
paradigmatls berkaitan dengan kegagalan melakukan transformasi
paradigma baru yang dlkenal dengan paradigma atau model New
Governance dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang
dilkutl kegagalan menyusupkan kerangka kerja baru tersebut ke
dalam praksis penyelenggaraan pelayanan publik dl lapangan.

Kata kuncl : New governance

NTUK membahas tema tersebut
secara lebih detail dan mendalam,
uraian berikut ini akan dibagi ke dalam
beberapa bagian. Bagian pertama akan
mendeskripsikan beberapa problem
empiris dalam penyelenggaraan
pelayanan publik di Indonesia. Selanjul-
nya akan diuraikan paradigma atau
model New Govemance sebagai salah
satu jawaban altematif atas berbagai
permasalahan tersebut. Introduksi
kerangka kerja baru tersebut jelas
membuluhkan beberapa prakondisi
penting. Karenanya, faktor-faldor kritis
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yang menjadi penentu keberhasilan
transformasi madel New Govemance
akan diulas secara khusus pada bagian
ketiga sebelum akhimya dilutup dengan
beberapa penekanan kembali dalam
konteks implementasi kerangka kerja
baru tersebut.

Problem Penyelenggaraan Pel-
ayanan Publik dl Indonesla
Penyelenggaraan pelayanan publik
merupakan salah salu fungsi penting
pemerintah di samping distribusi,
regulasi, dan proteksi. Fungsi tersebut
merupakan aktualisasi rill kontrak sosial
yang diberikan masyarakat kepada
pemerintah dalam konteks hubungan
Principal-Agent (Rawls, 1971). Ber-
dasarkan kerangka kerja tersebut,
pemerintah selanjutnya melakukan
proses pengaturan alokasi sumberdaya
publik dengan cara menyeimbangkan
aspek penerimaan dan pengeluaraan
untuk memaksimalisasi penyediaan
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kebutuhan pelayanan kolektif,

Preskripsi tersebut hampir bertolak
belakang dengan praksis pelayanan
publik yang dimotori pemerintah,
termasuk untuk konteks Indonesia
kontemporer. Sebagai pelaksana
kontrak sosial yang digariskan sebelum-
nya, pemerintah justru menimbulkan
banyak masalah bagi publik yang
menjadi kliennya. Sangat masuk akal
jika pemerintah kemudian mendapat
berbagai stigma negatif, Jauh dari
menjadi bagian dan solusi (a part of
solution), pemerinlah justru menjadi
bagian dari masalah (a part of probiemy),
bahkan masalah utama, dalam proses
penyelenggaraan pelayanan publik
(Weiss, 1995),

Sinyalemen terakhir ini bukan tanpa
dasar. Fenomena malpraktek pelayanan
publik sudah menjadi bagian integral
dari penyelenggaraan pelayanan publik
di Indonesia. Hal itu dapat dilacak dari
banyaknya keluhan yang dilontarkan
masyarakal barkaitan dengan buruknya
kinerja pelayanan publik. Pelayananyang
bertele-tele dan cenderung birokratis,
biaya yang tinggi, pungutan-pungutan
tambahan, perilaku aparat yang lebih
bersikap sebagai pejabat ketimbang
abdi masyarakat, pelayanan yang
diskriminatif, dan sederetan persocalan
lainnya adalah potret kelabu vyang
mengafirmasi sinyalemen di atas. Studi
yang dilakukan Pusat Studi Pengem-
bangan Kawasan (2001) di beberapa
kota di Indonesia seperti Pontianak,
Tangerang, Medan, Semarang,
Denpasar, Mataram, Banjarmasin, Palu,
dan Sawahlunto juga memperlihatkan
kecenderungan yang sama. Demikian
halnya penelitian yang dilakukan ocleh
Center of Population and Policy Studies
Universitas Gadjah Mada (2001).




Penelitian terakhir ini berhasil meng-
identilikasi sejumlah 'budaya negatif di
dalam lingkungan organisasi peme-
rintah yang merugikan kepentingan
publik sepsrti mendahulukan kepenting-
an pribadi, golengan atau kelompok,
termasuk kepentingan atasannya
ketimbang kepentingan publik, adanya
perilaku malas datam mengambil
inisiatif di luar peraturan, masih kuatnya
kecenderungan untuk menunggu
petunjuk - atasan, sikap acuh terhadap
keluhan masyarakat, lamban dalam
memberikan pelayanan, kurang ber-
minat dalam mensosialisasikan
berbagai peraturan kepada masyarakal,
dan sebagainya.

Realitas tersebut semakin melemah-
kan harapan dan kepercayaan masya-
rakat terhadap pemerintah sebagai
pelaksana konlrak yang bermuara pada
munculnya krisis legitimasi pemerintah.
Harapan, kepercayaan, dan legitimasi
itu semakin lemah mengingat ter-

batasnya kapasitas pemerintah dalam -

merespon aspirasi masyarakal yang
justru semakin kormpleks dan variatif.
Keterbatasan kapasitas ilv antara lain
ditunjukkan oleh kelerbatasan dalam
penyediaan inpul sumberdaya, terutama
kevangan, serta kemampuan manajer-
ial sendiri yang dalam banyak aspek
jauh tertinggal dari sektor swasta.
Kondisi tersebut semakin menyulitkan
pemerintah dalam memenuhi kebutuh-
an pelayanan kolektif sekaligus
menuntut adanya dukungan dari
berbagai aktor lain, yaitu swasta dan
masyarakat secara umum,
Pentingnya melibatkan kalangan
swasta dan masyarakat dalam penye-
lenggaraan pelayanan publik dilatar-
belakangi oleh kenyataan semakin
meningkatnya kapasitas dan kontribusi
kedua aktor tersebut dalam dinamika
pembangunan secara umum dan
proses penyelenggaraan pelayanan
publik secara khusus. Malalui
mekanisme keswadayaan, kalangan
swasta dan masyarakat telah berhasil
melakukan aksi koleklif unluk merespon
kebutuhan pelayanan pada skala
lingkungan {(neighborhood} seperli
penyediaan jalan lingkungan, air bersih
komunal, pasar tradisional, fasilitas
olahraga dan rekreasi, sarana pen-

didikan dan kesehatan, dan sebagainya.
Hal itu dilakukan dengan atau tanpa
bantuan fasilitasi pemerintah.

Untuk semakin meéngoptimalkan
kontribusi tersebut, sejak tahun 1985,
pemerintah telah mengeluarkan
sejumlah paket kebijakan yang diarah-
kan untuk melibatkan swasta dan
masyarakat dalam penyediaan pelayan-
an publik, baik melalui kebijakan
privatisasi maupun paket-paket
deregulasi lainnya. Pada tahun 1987,
misalnya, pemerintah mengeluarkan
Kepres No.15/1387 tentang kemitraan
antara pemerintah-swasla dalam
kegiatan investasi dan manajemen
penyediaan prasarana ekonomi seperti
pembangunan- sistem jaringan jalan
raya, jaringan air bersih perpipaan,
pelabuhan laut dan udara, tenaga listrik,
telekomunikasi, dan prasarana lainnya.
Kebijakan ini telah berhasil memabili-
sasi sumberdaya dari pihak swasta
untuk kepentingan investast di bidang
pelayanan publik.

" Selanjutnya pada tahun 1898, uniuk
merespon keterbatasan pemerintah
dalam penyediaan anggaran untuk
pelayanan publik dan pelibatan usaha
swasta dalam kegiatan investasi
prasarana publik yang juga berkaitan
dengan terjadinya krisis ekonocmi yang
berkepanjangan, pemerintah menge-
luarkan Kepres No. 7/1988 untuk men-
jabarkan cara pengaturan dalam rangka
kerjasama kemitraan pemerintah dan
swasta dalam bentuk BOT (Build Oper-
ate and Transfer), BT {Build and Tranfer),
BTO (Build, Transfer, and Operaig), BLT
{Build, Lease, and Transfer), BOO (Build,
Own, and Operate), ROO (Rehabilitale,
Own, and Operate), ROT {Rghabifitate,
Own, and Transfer}, DOT (Develop, Op-
erata, and Transfer}, dan CAQ (Contrac,
Add, and Operate). Kebijakan tersebut
telah berhasil mendorong munculnya
kerjasama operasional dengan Kalang-
an swasta, terutama melalui BUMN dan
BUMD.

Beberapa kemajuan tersebut masih
menyisakan sejumlah pertanyaan
penting. Di antaranya adalah bagaimana
proporsi peran masing-masing aktor,
baik pemerinlah, swasta maupun
masyarakat. Juga perlu ditetapkan jenis
pelayanan publik mana yang bisa

diserahkan sepenuhnya kepada swasta
dan masyarakat, -mana yang dapat
dikerjasamakan, dan jenis pelayanan
mana yang harus {etap menjadi domain
pemerintah. Tegasnya, proses kerja-
sama atau interaksi anlara pemerintah,
swasta dan masyarakal dalam
penyelenggaraan pelayanan publik
membutuhkan sebuah kerangka kerja
kelembagaan yang jelas yang berfungsi
sebagai panduan proses kerjasama
tersebul.

Ada beberapa poin penting yang
dapat disimpulkan dari paparan singkat
di atas. Poin periama adalah bahwa
penyelenggaraan pelayanan publik di
Indonesia masih mengalami sejumiah
permasalahan. Kedua, permasalahan
tersebut terutarmna berkaitan dengan
keterbatasan kapasitas pemerintah,
terutarma dalam hal anggaran dan
manajarial. Ketiga, terdapat peluang
untuk mengisi kesenjangan kapasitas
tersebut dengan melibatkan pihak
swasta dan masyarakat mengingat
semakin tingginya kentribusi kedua aktor
tersebut dalam penyelenggaran
pelayanan publik. Pemerintah tetap
menjalankan tugasnya sebagai pelak-
sana kontrak dengan menyiapkan
kerangka kebijakan dan kelembagaan
yang mampu memfasilitasi proses
kerasama dan interaksi tersebut.

Transformasi Model New Govern-
ance dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

Secara sederhana, medel New Gov-
ernance merupakan perkembangan
baru dalam literatur manajeman publik
yang mengidealkan kerjasama, interaksi
atau kemitraan antara pemerintah,
swasata dan masyarakal dalam proses
pemerintahan secara umum, yang
dalam tulisan ini dibatasi pada aspek
penyelenggaraan pelayanan publik.
Metamorfosis model itu dapat ditelusuri
dari mode! administrasi publik klasik
(Classical Public Administration) dan
model manajemen publik baru {New
Public Managemaent).

Model administrasi publik klasik
membetikan perhatian pada bagaimana
pemerintah melakukan tindakan
administrasi secara demokratis, efisien
dan efektif, dan bebas dari manipulasi
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kekuasaan, serta bagaimana peme-
rintah dapat beroperasi secara lepat,
benar, dan berhasil (Wilson, 1887).
Fokus perhaliannya adalah interaksi dan
kerjasama di dalam organisasi
pemerintah yang dibangun melalui
hirarki. Modelinimemberikan peran yang
sangal besar kepada pemerintah, baik
dalam perumusan kebijakan maupun
penyampaian pelayanan publik. Dengan
sifat yang hirarkis dan berpusat pada
pemerintah, maka hubungan.antara
pemerintah dengan swasta dan
masyarakat cenderung dimaknai
sebagai hubungan yang bersifat atasan
dan bawahan, inleraksi sepihak dan
lidak setara, kerjasama -slruklural dan
formal, atau padafitik yang paling ekstdim,
tidak ada kolaborasi sama sekali.

Model pertama di atas coba di-
sempurnakan cleh model lain yang
dikenal sebagai model manajemen
publik baru. Fokus perhatian model ini
adalah bagaimana mentransformasi-
kan moda manajemen seklor swasta ke
dalam organisasi publik serta mengem-
bangkan inisiatif pengaturan sistem
seperti deregulasi, privatisasi, kontrak
manajemen, dan sebagainya (Kociman
& Vliet, 1992). Secara sistematis, model
manajemen publik baru dapat ditelusuri
dan tipologi yang dikembangkan oleh
Ewan Ferlie dan kawan-kawan (1995),
yaitu:

Mode! pertama, yeitu model yang
menekankan pentingnya efisiensi {effi-
ciency drive). Model ini merupakan
model awal yang muncul pada awal
dekade 1980-an dengan memberikan
perhalian utama agar sektor publik
berperilaku seperli layaknya usaha
swasta, yang sarat dengan orientasi
efisiensi. Tema penling di dalam model
ini antara lain adalah peningkatan
pengawasan atas manajemen kelang-
an, penghematan atau efisiensi ke-
vangan, penguatan fungsi penganggar-
an, serta penciptaan sistem informasi
dan anggaran. Di samping itu, madel ini
juga memberi perhatian pada pentingnya

peningkalan perhatian terhadap respons

penyediaan pelayanan kepada kon-
sumen dengan memberikan peran yang
semakin besar kepada sektor privat alau
pasar sebagai penyedia atau produsen
pelayanan. Model ini juga menekankan

perlunya proses manajemen yang
berorientasi pada pemerinlahan
korporalis, penegakan standar kinerja
yang ketat, proses penyelenggaraan
pelayanan yang tidak terlalu birckratis
dan lebih ke arah manajemen yang
berjiwa wiraswasta dengan tetap
berpegang pada prinsip akuntabilitas,
adopsi benluk coorporale govemance,
sera pemberian wewenang operasional
ke bawah dan penggeseran kekuasaan
penanganan kegiatan yang strategis ke
atas. - g

Model ini terkail dengan gaya
ekonomi politik pemerintahan Thatcher
yang anti dan berupaya mengeliminasi
pemborosan, pemerintahan yang
birokratis, kinerja birolrasi pemerintah-
an yang rendah, dan menganggap
bahwa birokrasi merupakan bagian dari
masalah bukan bagian dari solusi.

Mode! kedua, merupakan model
yang menekankan upaya untuk mem-
perkecil lingkup sektor publik (down-siz-
ing), menciptakan fleksibilitas organi-
sasi, menghindari slandarisasi organi-
sasi, mengembangkan pola pelayanan
yang fleksibel dan variatif, memperkuat
desenlralisasi tanggung [awab kegiatan
dan anggaran ke tingkat bawah,
pergeseran pela manajemen dari sistem
hirarkis menuju sistem contracting out,
serta pemilahan organisasi puncak
dengan organisasi operasional. Model
ini sudah memberi perhatian terhadap
pentingnya jaringan kerja {network)
dengan organisasi lain di luar
pemerintah, menekankan pembentukan
aliansi strategis dengan badan-badan
lain di luar pemerintah sebagai bentuk
baru koordinasi yang lebih luas, lerbuka,
dan inklusit.

Model ketiga, dikenal sebagai pola
manajemen publik yang menekankan
pada pencapaian hasil yang prima (in
Search of Excellence). Model ini
merupakan perwujudan dari aliran hu-
man refations dalam teori manajemen
yang memberikan perhatian pada
pentingnya budaya organisasi. Model
ini memberi perhatian khusus pada
pengaruh nilal, budaya, ritus, dan simbol-
simbol yang dapat mempengaruhi
perilaky individu dalam bekerja.

Model ini dapat dibedakan atas dua
pendekatan utama, yailu pendekatan
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boflom-up dan pendekatan iop-down.
Pendekatan boftomn-up memberikan
penekanan pada pengembangan
organisasi sebagai organisasi pem-
belajaran (learning organization),
pengakuan akan perlunya budaya
organisasi- sebagai pengikat proses
kerfa birokrasi, desentralisasi manaje-
mean, serta pengukuran kinerja ber-
dasarkan hasil yang dicapai. Sedangkan
pendekatan {op-down menekankan
upaya-upaya untuk memperlancar
parubahan budaya organisasi, proyeksi
visi secara lop-down, kepemimpinan
kharismatik, pemakaian simbol-simbol
organisasi dan penetapan misi yang
jelas, adanya slrategi komunikasi yang
jelas, dan penekanan pada fungsi
manajemen sumberdaya manusia.

Model keempat, merupakan manaje-
men publik yang berarientasi pada
pelayanan publik (public service orien-
lalion). Model ini merupakan model yang
paling jarang dikembangkan tetapi
memiliki manfaat yang besar jika
diterapkan dalam manajemen pelayan-
an publik. Model ini merefleksikan
penyelarasan ide-ide dalam manaje-
men sektor swasla ke dalam manaje-
men sektor publik serta penguatan
kembali peran manajer sektor publik
dengan menerapkan manajemen yarg
berkualitas tinggi secara [ebih meyakin-
kan yang sebelumnya telah dirusak oleh
berbagai malprakiek dan patologi. Di
samping itu, model ini mempunyai
beberapa karakter penting seperti
pelayanan yang berkualitas tinggi
{(prima), proses rmanajemen yang lebih
merefleksikan kepentingan pengguna
{(users) lebih dari sekdar kepentingan
konsumen, penekanan pada pem-
belajaran masyarakat lebih dari sekedar
pendekatan penyediaan pelayanan yang
dilakukan secara rutin {misalnya
manajemen berbasis masyarakat,
penilaian kebutuhan nyata masyarakat,
dan sebagainya), penekanan peran
pasar dan swadaya masyarakat dengan
tetap memperhatikan berbagai keler-
batasannya, serta menjamin partisipasi
masyarakat dan prinsip akuntabilitas
sebagai bentuk perhatian terhadap
pentingnya legitimasi manajemen
pelayanan publik.

Walaupun beberapa gagasan di atas




nampaknya Ssangat visioner dalam
konteks perbaikan kinerja pelayanan
publlk, namun upaya mengadopsi
paradigma itu masih diseriai sejumlan
keraguan. Di antaranya adalah sejauh
mana prinsip-prnsip manajemen sektor
swasta dapat dilerapkan ke dalam
proses manajemen sektor publik,
apakah pemerintah tidak harus
mendominasi proses penyelenggaraan
manajernen pelayanan publik, dan
bagaimana menggeser peran dan
logika pemerintah serta mengembang-
kan hubungan kerja baru antara
pemerintah, swasta, dan masyarakat
dalam Kkultur yang lebih egaliter dan
peartisipatif?

Pertanyaan pertama rmuncul karena
pada dasarnya terdapat perbedaan
karakter anlara sektor swasta dan
pemerintah (Pollitt, 1990; Hood, 1991}.
Perbedaan tersebut antara berkaitan
dengan masalah pilihan publik {(public
choica), kepenlingan publik (public in-
teresf}, pemilikan publik {public owner-
ship), pemerataan, kebutuhan kolektif,
keadilan, dan nilai-nilai semacamnya
{Ranson & Stewart, 1994). Demikian
halnya dengan pertanyaan kedua yang
menuntut adanya perhatian yang serius
seperti efisiensi keuangan, peramping-
an organisasi, desenlralisasi, kualitas
pelayanan, partisipasi masyarakat dan
sebagainya. Terdapat pendapat yang
sangat umum bahwa peran pemerintah
seyogyanya hanya dibatasi pada
masalah-masalah yang tidak bisa
ditangani oleh swasta dan masyarakat
seperti masalah pertahanan dan
keamanan, penegakan hukum, hubung-
an luar negen. Sedangkan penyeleng-
garaan penyediaan pelayanan yang
bersifat foll goods dapat diserahkan
kepada swasta dan masyarakat. Dalam
kondisi ini, pemerintah akan lebih ber-
peran sebagai regulator atau fasilitator,
dan bukan sebagai produser {Esman,
1991). Sedangkan pertanyaan ketiga
berangkat dari kenyataan bahwa kendati
model manajemen publik baru meng-
akuipentingnya interaksi, kerjasama dan
aliansi strategis, namun bentuknya
masih berorientasi pada kontrak keluar,
kerjasama operasional atau swakelola
masyarakat. Bentuk yang demikian
masih mangasumsikan pentingnya

peran pemerintah dengan terutama
mendayagunakan sumberdaya yang
dimiliki pemerintah.

Keraguan di atas menjadi pintu
masuk bagi model “New Govemangce”.
Model ini muncul pada fahun 1990-an
bersamaan dengan maraknya gerakan
pembaruan sistern pemerintahan
sebagai upaya unluk memecahkan
berbagai persoalan publik yang juga
dikenal dengan istilah "Modem Gover-
nance” {Kooiman, 1993) alau "Good
Governance” {World Bank, IMF, dan
UNDP, 1995}. Sistem pemerintahan
dikatakan baik jika sistem tersebut dapat
mengelola sumberdaya dan masalah-
masalah publik secara efektif, efisien
dan responsif yang melibatkan lembaga
pemerintah, swasta, dan masyarakat
yang ada di dalam suatu negara. Dengan
kata lain, transformasi sistem
pemerintahan diarahkan untuk mem-
fasilitasi transaksi yang luas, bebas dan
terbuka antara berbagai elemen di dalam
sebuah negara untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi, sosial, politik, dan
budayanya (Bank Dunia, 1994).

Di dalam model New Govemance,
penyelenggaraan pemerintahan di-
bangun berdasarkan pola interaksi baru
antarapemerintah dan masyarakat untuk
mengembangkan dan menyediakan
kebijakan dan pelayanan publik
(Kooiman, 1993). Konsepsi tersebut
berkembang dari bentuk-bentuk peng-
aturan yang dilakukan clek aktor-aktor
sosial, ekonomi, dan politik dalam
proses interaksi antara pemerintah dan
masyarakat. Dengan pemahaman yang
demikian, model New Gavernance
identik dengan model pemerintahan
interaksionis dan model pengelolaan
sistem pelayanan publik yang menganul
prinsip ¢o-produclion atau co-arrange-
ment. .

Kemunculan model manajemen
baru itu dilalarbelakangi oleh suatu
kesadaran bahwa sebenarnya kegiatan
penyediaan pelayanan publik merupa-
kan proses kegiatan yang dilakukan oleh
jaringan kerja (networks) dari berbagai
organisasi, baik yang ada di lingkungan
pemerintah maupunmasyarakat (Aquina
& Bekke, 1993). Swvatu jaringan kerja
pelayanan adalah sistem organisasi
yang merangkaikan hubungan kerja atau

interaksi antar aktor atau organisasi yang
masing-masing mempunyai fungsi
tertentu (Esman, 1981). Hal tersebut
sejalan dengan pemikiran yang
dikembangkan oleh para pemikir awal
teori manajemen bahwa esensi proses
manajemen publik sebenarnya adalah
interaksi (Mintzberg, 1973}

Piere dan Pieters (2000) menyatakan
bahwa upaya memperkenalkan para-
digma New Govemance diarahkan untuk
melengkapi kekurangan paradigma
manajemen publik baru yang dianggap
kurang efektif dan tidak lagi mendapat
dukungan dari berbagai pihak sebagai
mode! kebijakan dan pelayanan publik
alternatif. Menurutnya, madel lersebut
merupakan suatu tawaran baru dalam
kanteks dan talanan hubungan antara
pemerintah dengan masyarakat. Di
dalamnyalerdapatbeberapa pertanyaan
penting sepertl bagaimana menduduk-
kan peran pemenntah di dalam proses
pemerintahan dan mengangkat bobot
kekuatan masyarakat sipil di dalam
proses pengaturannya, serta sejauh
mana kapasitas pengaturan yang
dilakukan masyarakat sipil itu dilihat
sebagai hal yang sama pentingnya
dengan kapasitas pengaturan yang
dilakukan pemerintah. Gagasan ter-
sebut diperkuat oleh pemikiran Kecoiman
yang melihat bahwa sistem pengaturan
modern harus dilihat sebagai upaya
untuk mengaktifkan dan meng-
koordinasi aktar-zklor sosial unluk dapat
berperan serta dalam menghadapi
persoalan komplehksilas, dinamika, dan
diversitas. Sislem pemerintahan datam
masyarakat modern, dengan demikian,
merupakan proses Koordinasi dan
bagaimana mempengaruhi interaksi
sosial, polilik, dan administratif. Dalam
perspektif interaktif semacam ini, proses
pemerintahan ditujukan untuk menye-
imbangkan kepentingan sosial dan
menciptakan ruang interaksi antara
berbagai aktor (Kooiman, 1983; Dunsire,
1993; Mayntz, 1993) serla bagaimana
proses interaksi lersebut dapat
membanlu perwujudan (ujuan kolektif.

Berkaitan dengan poin terakhir ini,
Koaiman kembali menekankan penting-
nya kapasitas pengaturan di dalam
masing-masing aktor untuk menjalan-
kan koordinasi secara efektif dalam
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konleks memperkuat lingkungan inter-

nal sehingga memiliki kapasitas untuk

melakukan lransformasi, merubah
struktur dan proses, maupun subslansi
mekanisme dan orienlasi organisasi.

Secara [ebih spesifik, analis ini menyata-

kan bahwa hubungan kerja antara

pemerintah dan masyarakat tidak
semata-mata seperti hubungan kerja
tradisional antara sektor publik dengan
sektor privat, tetapi merupakan suatu
modus hubungan yang dapat mem-
perkual kapasitas pengerahan sumber-
daya dan koordinasi dengan aktor-aktor
terkait dalam bentuk jaringan kerja (net-
work} yang lebih informal. Konteks
hubungan yang demikian merupakan
refleksi saling ketergantungan dalam
penyediaan input sumberdaya yang
dimiliki masing-masing pihak yang jika
diintegrasikan akan sangal penting
dalam upaya meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik

(Roses & Lawlon, 1999).

Dariuraian di atasdapatdilihat bahwa
model New Governance memiliki
keunikan jika dibandingkan dengan
model manajemen publik baru. Tepat-
nya, model New Govemance merupakan
pengkayaan terhadap mode! manaje-
men publik baru. Keduanya berangkat
dari pemikiran yang sama teniang
semakin kurang pentingnya kekuatan
pemerintah secara legal formal dan
semakin pentingnya tatanan kelem-
bagaan lintas batas anlara sektor publik
dan sekior swasta (Pierre & Peters,
2000). Namun, sebagaimana diuraikan
King C_S. dan Stivers C. (1998), keduanya
juga memiliki beberapa perbedaan
prinsipil yang selanjutnya menimbulkan
persoalan ideclogis dalam proses
manajemen publik versus proses
kepemerintahan. Secara singkat per-
bedaan prinsipil tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Model Manajemen Publik Baru
menekankan ide pembaharuan
peran pemerintah secara inkre-
mental melalui peningkatan
efisiensi manajemen sektor publik
yang mengandalkan pola hubungan
kerja antar organisasi di dalam
lingkungan pemerintah; sedangkan

2. Model New Governance menekan
ide pembaharuan proses peme-

rintahan secara transformatif
melalui peningkatan kapasitas
pemerintahan dan sistem peng-
aturan yang mengandalkan pola
hubungan kerja dan interaksi antara
organisasi pemarintah, swasta dan
masyarakat secara kooperatif atau
kemitraan.

Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa model New Governance memiliki
keunikan dan kapasitas dalam men-
jelaskan dan mengarahkan per-
kembangan pola hubungan kerja anlara
pemerinlah, swasta dan masyarakat
yang ditujukan untuk memecahkan
berbagai permasalahan yang dihadapi
masyarakat termasuk penurunan kinerja
pelayanan publik di Indonesia.

Faktor-Faktor Penentu

Sebagai gagasan visioner yang
menawarkan alternatif solusi bagi
pemecahan problem penyelenggaraan
pelayanan publik di Indoensia,
implermentasi model New Governance
tidak dapat berjalan dengan sendirinya.
Diperlukan sejumlah intervensi strategis
untuk memungkinkan implementasinya
dengan mempertimbangkan secara
seksama semua faklor penentu yang
melingkupinya.

Krilik yang sering dilonlarkan
berkailan dengan upaya mengadopsi
kerangka kerja baru itu adalah bahwa
model New Governance merupakan
konstruk ahistoris yang tidak memiliki
basis eksistensi Indonesia. Sebagai
gagasan yang dikembangkan di negara-
negara Barat, model New Govemance
tidak dapat dengan serta merta diadopsi
ke dalam praktek penyelenggaran
pelayanan publik di Indonesia. Ke-
kawaliran itu berkaitan dengan sindrom
metodologis yang cukup umum dikenal
yailu lencatan normatif (normative leap}
atau kegagalan ekologis (Zilcak, 1994).
Yang dimaksudkan adalah bahwa
adopsi suatu kerangka kerja atau
paradigma baru memerlukan sejurmiah
adaptasi dengan time horizon yang juga
panjang, atau proses tersebut akan
mengalami kegagalan total.

Ditempat lain, Spencer Zifcak (1994)
menyatakan bahwa ada beberapa faktor
penentu dalam melakukan transformasi
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nilzi-nilai dalam manajemen pelayanan
publik, yaitu :

Perama, taktor lingkungan (environ-
menl), yang terdin dari (i) lingkungan
ekonomi, berupa kebijakan ekonomi
yang dianut dan sedang dipraktekkan,
sistermn pengelolaan keuangan sektor
pemerintah, ketersediaan anggaran
pemerintah, dan sebagainya; (ii}
lingkungan sosial-budaya, berupa silem
nilai, perilaku, kebiasaan dan norma
yvang dianut suatu masyarakat; (iii)
perkembangan teknologi yang diadopsi
oleh suatu masyarakat; {iv) lingkungan
politik yang dilandai oleh dinamika
kepartaian, ketompok kepentingan,
rezim penguasa dan sebagainya; dan
{v) lingkungan administratif berupa
kemunculan kepemimpinan dan rezim
baru, serta struktur dan proses birokrasi.

Keduaadalahfakiorisi{content), yang
berkailan dengan perimbangan nilai-
nilai demokrasi, kesetaraan, dan
efisiensi. Upaya transformasi hanya
akan berhasil jika perubahan tersebut
mengandung atau mempertimbangkan
terwujudnya nilai-nilai demokrasi,
kesetaraan, dan elisiensi.

Keliga adalah laklor strategi yang
dipilih, yaitu strategi yang berwujud (i)
empiris-rasional, yaitu bahwa sese-or-
ang atau suatu organisasi dapat
dimoelivasi untuk melakukan perubahan
dengan merberikan contoh atau bukti
nyata serta argumen yang kuat; {ii}
normatif-edukatif, yaitu bahwa sese-or-
ang dapat diyakinkan untuk melakukan
perubahan dengan mengubah perilaku,
nilai, norma dan cara berinteraksi yang
dianutnya; (iil) koersif, yaitu pendekalan
perubahan dengan menggunakan
kekerasan atau daya paksa.

Keempal dan terakhir adalah faktor
dinamika, yang dapal dikelompokkan
ke dalam dinamika sistemik dan
dinamika interaksional. Dinamika
sistemik berhubungan dengan karakter
administrasi, di mana suatu proses
tranformasi dianggap berhasil jika
ditandai oleh (i) perubahan pola
pemeriniahan yang sentralislis ke pola
yang menyebar (dispersed); (ii)
profesionalisme prakiek administrasi;
(iiiy struktur interaksi yang bersifat infor-
mal; {iv) siruktur yang dapat disusupi
(permeable); dan (5) lingkup kegiatan




yang menjadi relatif lebih kecil dan
sederhana (streamfining). Sedangkan
dinamika inferaksional berkaitan
dengan konflik yang limbul antara aktor-
aktor yang bersaing dalam arena proses
administrasi pengambilan keputusan.
Dalam hal ini kepentingan dan orientasi
para politisi akan berbenturan dengan
prioritas dan logika -birokrasi. Konflik
yang timbul antara lain berkaitan dengan
pertentangan antara orientasi ke-
pentlngan “constifugnt® dengan peran
“ralionality of planning”, diskriminasi
politik berbentiran dengan netralitas
birokrasi, dan konlrol politik berbenturan
dengan otoritas untuk mencapai
rasionalitas manajemen,. '

Dengan memperhatikan dimensi-
dimensi dalam dinamika interaksional
tersabut, Spencer sampai pada
kesimpulan bahwa suatu transformasi
atau perubahan hanya akan berhasil
jika (i} ada kepenlingan dan dukungan
politik yang kuat; (i} adanya kesamaan
wawasan; (iii) adanya harizon waktu yang
panjang disertai dengan kontinuitas
-rejim; dan (iv) adanya dukungan pihak
legislatif,

Sebagai proses transformasi yang
berlangsung dalam jangka panjang,
adopsi model New Govemance yang
berbasis interaksi dan jaringan kerja
tidak dengan sendirinya menjanjikan
ofektivitas atau kinerja yang optimal.
Sebaliknya, Interaksi dan jaringan kerja
itu parlu ditumbuhkembangkan minimal
melalui 2 strategi berikut. Perlama,
melalui penciptaan insentif yang
utamanya disediakan oleh pemerintah
untuk menarik aktor-aktor lain di luamya
untuk terlibat dalam pengorganisasian
kerjasama dalam proses penyeleng-
garaan pelayanan publik. Kedua, melalui
pengurangan intervensi pemerintah,
terutama ketika corganisasi usaha
swasta' dan masyarakat sudah me-
nunjukkan motivasi dan keinginan untuk
berkontribusi yang disertai dengan
kapasitas yang mamadai. Sebaliknya,
intervensi pamerintah tetap diperlukan
unluk mengisi peran residual dalam
rangka memparlancar dan mem-
fasilitasi proses interaksi antar aktor
dalam jaringan kerja terutama ketika
terjadi kesenjangan proses interaksi
akibat hambatan peraturan, perbedaan

kepentingan,  ketidakseimbangan ke-
kuatan, dan keterbatasan sumberdaya
(Esman, 1991).

. Sejalan dengan hal-hal tersehut di
atas, Kooiman {1993} juga menyatakan
bahwa proses transformasi nilai-nilai
baru dalam sistem pemerntahan dan
pengaturan seharusnya dilakukan
dengan terlebih dahulu memperhatikan
tiga aspek penling yang mempengaruhi-
nya, yailu dinamika {dynamic), komplek-

sitas (complexity), dan diversilas (diver-

sity). dari kondisi sosial- polltlk di
masyarakat.

Dinamika merupakan komposnsu
kekuatan yang mempengaruhi pola
hubungan sebab akibat. Dinamika
tersebut dapat berupa perubahan
alamiah, perkembangan teknologi, dan
perubahan' kekuatan mekanisme
sosial, politik, dan ekonomi. Di samping
itr dinamika dapat pula berbentuk
dinamika intarmnal suatu organisasi dan
dinamika ekstemal di [uamya. Dalam
ilmu sosial, dinamika dapat berwujud
diferensiasi dan integrasi, serta konflik
dan kerjasama.

Kompleksitas berkantan dengan
pola-pola interaksi atau hubungan kerja
yang melibatkan banyak aklor yang
sekaligus membawa Kkeragaman
kepentingan ke dalam suatu sistem.
Dalam sistem sosial, interaksi atau
hubungan antara elemen-atau aktor
tersebut jauh lebih rumit dibandingkan
dengan sistem rekayasa teknis.

Diversitas merupakan konsep yang
biasanya dihubungkan dengan diferen-
siasi, spesialisasi, dan variasi dalam
kehidupan masyarakal modern, atau
dapat pula diartikan sebagai perbedaan
kepenlingan antara aktor-aktor yang
terlibat dalam suatu sistem organisasi
yang menentukan pola hubungan kerja,
pembagian kewenangan atau kekuasa-
an, dan kesepakatan atas fujuan yang
hendak dicapai.

Sejalan dengan konstatansi di atas,
Krackhhardt (1994) menyatakan bahwa
dalam konteks arganisasi publik,
biasanya terdapat beberapa faktor yang
menghambat enarsia sosial untuk
melakukan kolaborasi, interaksi, dan
koordinasi dengan organisasi lain di
luamya. Faklor-faktor tersebut dikenal
sebagai faktor-faktor penghambat yang

bersifat kekal (immutable constraints)
yang berkaitan dengan kapasitas
interaksi. Di antaranya adalah (i)
hambatan sebagai implikasi adanya
sifat hubungan atasan dan bawahan di
mana. atasan biasanya selalu memiliki
kapasitas, otoritas, dan akses inlorrmasi
yang lebih; (i) hambatan yang muncul
akibal batasan geografis atau ruang di
mana jarak tetap memberikan hambatan
bagi individu uniuk melakukan hubungan
dan merespon pihak lain sekalipun
terdapat teknologi komunikasi yang
canggih; dan (jii} hambatan sebagai
akibat adanya elitisme kekuasaan ketika
individu yang berkuasa di dalam suatu

organisasi. cenderung melakukan

polarisasi kekuasaan kepada orang
yang dipercaya unluk memperiahankan
alau memperiuas jangkauvan pengaruh-
nya maupun untuk menyelesaikan tugas
pokok -dan fungsinya. Analis ini lebih
lanjut mengatakan bahwa terdapat
korelasi posilif antara derajat interaksi
suatu organisasi dengan -lingkat
efektivitasnya dalam menghasilkan
kinerja pelayanan yang optimal.

Seorang analis fain, Lawton {1999),
menyatakan bahwa kapasitas suatu
organisasi untuk dapat melakukan
interaksi . dengan -aktor lain sangat
ditentukan oleh adanya saluran
kelembagaan yang mampu mem-
fasilitasi proses tersebul. Saluran
tersebut dapat bersifal {i) informal, per-
sanal, dan salu persatu; {ii) kemitraan
anlar organisasi; (jii) koentraktual; (iv) fo-
rum kerjasama lintas pelaku. Dengan
demikian, kapasitas organisasi untuk
memformat saluran kelembagaan
kerjasama dan interaksi merupakan
faktor kritis yang menentukan keber-
hasilan suatu upaya kolaborasi dan
interaksi.

Selain faktor-faktor di atas, faktor
kepemimpinan perlu mendapat per-
hatian khusus di sini. Kepemimpinan
yang baik akan memberikan pengaruh
positif bagi terjadinya perubahan sikap
dan perilaku dari individu atau kelompok
gi dalam suatu organisasi, ¢.q. birokrasi
pemerintahan {Adair, 1983; Hopper &
Potter, 1997, Cartwright, 1999). Dalam
konteks ini, tipikal kepemimpinan yang
dibutuhkan adalah kepemimpinan yang
transformasional, yaitu seseorang yang
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memiliki kemampuan untuk mengubah
budaya organisasi dengan menciptakan
visi baru bagi organisasi dan me-
mobilisasi dukungan yang memadai
untuk mewujudkan visi tersebut.

Palam proses penyelenggaraan
pelayanan publik secara khusus,
kapasias organisasl untuk melakukan
proses interaksi dan kolaborasi sangat
dipengaruhi oleh sistem organisasi
pemerintahan yang ada. Pada tataran
makro, sislem organisasi pemerintahan
biasanya mengembangkan -pola pem-
bagian tugas dan otoritas dalam suatu
struktur yang hirarkis menurut tingkalan
administratif, ‘yaitu tingkat pusat, re-
gional, dan lokal dengan tugas dan
fungsinya masing-masing. Semakin
rendah tingkat administratif maka
semakin dekat -pula organisasi
pemerintah dengan kelompek yang
harus dilayani. Dan idealnya, semakin
dekat suatu crganisasi dengan unit yang
ditayani maka semakin tinggi pula
intensitas -interaksi dengan pihak [ain.
Dengan demikian, yang lehih dibutuhkan
sebenarnya adalah kemauwan polilik
untuk mengembangkan sistern interaksi
serta kapasitas untuk- mewujudkannya,
baik kapasitas organisasi, kapasitas
politik, kapasilas manajemen maupun
kapasitas inslitusional.

Dari uraiandi alas dapatdilihal bahwa
sebagai sebuah kerangka kerja baru,
adopsi model New Govemance mem-
butuhkan sejumlah prasyarat dan
prakendisi. Dalam penilaian penulis,
faktor terpenting terlelak pada trans-
formasi peran pemerintah itu sendiri
sebagai pelopor perubahan dengan
mengadopsi pola kepemimpinan
Iransformasional. Dalam semangat itu,
pemerintah harus mampu menyiapkan
suvalu kerangka kelembagaan yang
mampu memfasilitasi proses kola-
borasi dan interaksi berbasis jaringan
kerja. Hal itu, pertama dan terutama,
menuntut adanya perubahan paradigma
dan pola pikir rez

Penutup

Pada akhir paparan singkat ini,
penulis ‘ingin menekankan kembali
beberapa poin penting sebagai ke-
simpulan.

Pertama, dengan tingkat komplek-

sitas yang semaklin tinggi; proses
penyelenggaran pelayanan publik lidak
bisa dipercayakan kepada pemerintah
selaku pelaksana kontrak sosial. Proses

-penyelenggaraan pelayanan pubfik,

pada hakekalnya, merupakan tugas dan
langgung “jawab bersama, baik pe-
merintah, swasta maupun masyarakat.

" Kedua, adopsi model New Gover-
nanée’ menjanjikan perubahan yang
substansial dalam proses penyeleng-
garan pelayanan publik di Ingdonesia.
Masalah-rmasalah klasik berupa keter-
batasan sumberdaya pemerintah dalam
bentuk anggaran dan kapasilas lainnya

dapat dilsi oleh kalangan Usaha ‘swasta

dan masyarakat-yang sudah menunjuk-
kan kemampuan yang semakin mening-
kat. Kolaborasi dan interakst yang
dibangun melalui jaringan kerja itu lsbih
menjanjikan penyelesaian yang berke-
lanjutan -atas berbagai persoalan
pelayanan publik yang dihadapi selama
ini. :

Keliga, proses adopsi lersebut mem-
butuhkan sejumlah prasyarat atau pra-
kondisi, terulama kemauan pemerintah
untuk berbagi peran yang disertai
kapasitas masing-masing pihak
(pemerintah, swasta, dan masyarakat)
unltuk mengisi perannya. Dalam hal ini,
dibutuhkan kerangka kerja kelembaga-
an yang benar-benar matang untuk
dapat memfasilitasi proses adopsr
tersebul. 8
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